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Data Unit Keluarga (DUK)
Istilah DUK pertama kali digunakan dalamPeraturan Menteri 

Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok

Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak

Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. 
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Secara konsep, DUK merupakan bentuk penerapan teknis

dari Pasal 8UU PPh, yang menempatkankeluarga sebagai satu kesatuan .

Artinya, penghasilan atau kerugian seluruh anggota

keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai

pajak, dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh

kepala keluarga,kecuali: Hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB),

Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)

Selain itu ketentuan terkait juga diatur di Peraturan Pemerintah No PP 74

tahun 2011 j.o. PP 9 Tahun 2021, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-7/PJ/2025, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

11/PJ/2025

Data Unit Keluarga (DUK)

www.pajak.go.id
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Data Unit Keluarga PTKP

Cakupan DUK lebih luas , karena menggambarkan keseluruhan
kesatuan ekonomis keluarga.

Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai DUK tertuang dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7/PJ/2025 

�•
(Tidak Sama Dengan)

www.pajak.go.id
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Skenario Data Unit Keluarga (DUK) 
dan Wanita Kawin

1. Keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Hak dan kewajiban perpajakan Kepala

Keluargadigabungkan dengan seluruh anggota keluarga

Suami Istri Anak yang belum dewasa

Per-7/PJ/2025

www.pajak.go.id
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Skenario Data Unit Keluarga (DUK) 
dan Wanita Kawin

Per-7/PJ/2025

www.pajak.go.id
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2. Istri Bekerja, sebelumnya telah ber NPWP,
dan memilih gabung dengan suami

�‡Istri mengajukan permohonan Non Aktif

�‡NIK istri dimasukkanke DUK suami sebagai
� T́anggungan�µ

�‡seluruh penghasilan dan kredit pajak dilaporkan di SPT 
Tahunan suami

�‡Jika istri hanya bekerja di 1 pemberi kerja yang tidak ada
hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, 
maka penghasilan istri dilaporkan sebagai penghasilan
yang bersifat final di SPT Tahunan suami



Skenario Data Unit Keluarga (DUK) 
dan Wanita Kawin

Per-7/PJ/2025

www.pajak.go.id
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3. Istri Bekerja, sebelumnya telah ber NPWP,
dengan status PH, MT, atau HB

�‡untuk PH (Pisah Harta) atau MT (Memilih Terpisah), suami
dan istri melaporkan SPT dengan penghitungan pajaknya
berdasarkan - penggabungan penghasilan neto suami
isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh 
masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan
perbandingan penghasilan neto mereka. 

�‡untuk HB (Hidup Berpisah), pihak suami istri masing-
masing melaporkan SPT Tahunannya secara terpisah.



DEFINISI ISTILAH

Uraian Definisi

Pisah Harta (PH)

PisahHarta (PH) adalah keadaan di mana suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta
sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, atau selama perkawinan berlangsung sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, sehingga masing-masing memiliki dan menguasai harta serta penghasilan
secaraterpisah. Dalam kondisi ini, istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami
dengan menggunakan NPWP sendiri, dan penghasilan masing-masing dikenai pajak sesuai ketentuan yang 
berlaku.

Memilih Terpisah (MT)

Memilih Terpisah (MT) adalah keadaan di mana suami dan istri tidak memiliki perjanjian pisah harta , 
tetapi istri secara sukarela memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban p erpajakan secara terpisah
dari suami . Dalam hal ini, penghasilan neto suami dan istri tetap digabung untuk meng hitung Pajak
Penghasilanterutang, dan pajak yang terutang dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya
penghasilan neto masing-masing.

Hidup Berpisah (HB)

Hidup Berpisah (HB) adalah keadaan di mana suami dan istri hidup terpisah berdasarkan putusan
pengadilan atau keadaan lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan , sehingga masing-
masing menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara penuh dan mandiri. Dalam kondisi ini, tidak
dilakukan penggabungan penghasilan, dan pajak dihitung serta dilaporkan oleh masing-masing sebagai
Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdiri sendiri.

www.pajak.go.id
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Status Unit Perpajakan
dalam DUK Coretax

01 02 03 04 05 06

Masing-masing Orang 
Pribadi dalam satu DUK dapat
memiliki salah satu dari 7 
status unit perpajakan
berikut:

Kepala Unit 
Keluarga

Tanggungan Bukan
Tanggungan

Kepala
Unit Keluarga

Lain (PH)

07

Kepala
Unit Keluarga

Lain (MT)

Kepala
Unit Keluarga

Lain (HB)

Kepala
Unit Keluarga

Lain (OP)

www.pajak.go.id
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Mengapa Pemutakhiran DUK Penting?
- Karena prepopulasi data SPT mengacu pada struktur DUK.

- Selain itu, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan
pada SPT Tahunan (Lampiran 1 Bagian C) juga akan terprep ulasi
sesuai dengan data isian pada DUK dengan status unit perpajakan
� t́anggungan �µ

maka Wajib Pajak Orang Pribadi wajib memastikan DUK sudahbenar
dan mutakhir sebelum mengisi dan menyampaikan SPT TahunanPPh
OP.

www.pajak.go.id
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Prepopulasi Data 
�‡Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPhdan 

pembayaran/NTPN) yang menggunakan NIK anggota
keluarga berstatus � t́anggungan �µ����akan otomatis
terprepopulasi ke SPT TahunanPPhOP Kepala Unit 
Keluarga.

�‡Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPhdan 
pembayaran/NTPN) yang menggunakan NIK anggota
keluarga berstatus � ḱepala unit keluarga lain 
���0�7���3�+���+�%���2�3���µ��atau �´bukan tanggungan �µ����tidak akan
terprepopulasi data perpajakannya ke SPT TahunanPPh
OP Kepala Unit Keluarga.

www.pajak.go.id
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Penghasilan Anak yang 
Belum Dewasa
�‡Anak yang belum dewasa�µ��adalah anak yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
menikah

�‡Penghasilan anak yang belum dewasa digabung
dengan penghasilan orang tuanya

UU PPh Pasal 8 ayat 4

www.pajak.go.id

12



�‡tidak bekerja, atau
�‡memiliki penghasilan final
�‡bekerja hanya dari satu pemberi kerja

Status PTKP Kepala Keluarga di SPT
1. Status (K): digunakan oleh suami yang istrinya:

2. Status (K/I): digunakan oleh suami yang penghasilan istrinya
digabung dengan penghasilan suami.

www.pajak.go.id
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Langkah-langkah
Pengecekan dan 
Pemutakhiran DUK
di Coretax

www.pajak.go.id
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Hal- hal yang perlu diperhatikan
saat pemutakhiran DUK

�‡Pastikan data yang diinput sesuai dengan data Dukcapil

�‡Status unit Perpajakan diisi dengan memilih salah satu dari7 
pilihan yang tersedia. Dalam satu DUK hanya diperkenankan
ada satu Kepala Unit Keluarga.

�‡Kolom Valid From diisi tanggal mulai menjadi anggota
keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir anak).

�‡Kolom Valid To diisi tanggal terakhir menjadi anggota keluarga , 
atau dikosongkan jika anggota keluarga masih aktif.

www.pajak.go.id
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Wanita Kawin  
NPWP Gabung

www.pajak.go.id
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Wanita Kawin NPWP Gabung

Bagi wanita kawin yang sebelumnya sudah ber NPWP atau sudah

mengaktifkan NIK nya menjadi NPWP, namun memilih
menggabungkan NPWP nya dengan suami makaperlu melakukan :

1. mengajukan permohonan Non Aktif NPWP , dan

2. memastikan NIK istri sudah masuk ke DUK suami sebagai

�´Tanggungan �µ

www.pajak.go.id
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1.Bagi istri yang bekerja dan dilakukan pemotongan PPh oleh pemberi kerja, maka
bukti potong dibuat menggunakan NIK / NPWP  istri , bukan NIK/NPWP suami .

2. Penghasilan dan Kredit Pajak istri terprefill di SPT Tahunan suami.

3. Untuk istri yang bekerja di 1 pemberi kerja, yang tidak ada hubungannya 
dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka merupakan penghasilan yang
bersifat final. 

Atas penghasilan netto dan kredit pajak istri tersebut, yang semula masukke daftar 
penghasilan netto dan kredit pajak suami, dipindahkan secara mandiri ke daftar 

penghasilan yang bersifat final.

www.pajak.go.id

Wanita Kawin NPWP Gabung
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Mapping Langkah Penggabungan NPWP Suami-Istri pada Coretax

ApakahIstri sudah masuk DUK 
(CoretaxSuami)?

Cek Identitas Istri
dalamDUK Suami 
pada akun Coretax

Tidak
Tahu

*) Pada masa transisi meskipun
status pada DUK Suami 
� t́ertanggung �µ��namun bisa
ditemukan Status WP Istri masih
Aktif sehingga tetap perlu
dilakukan Cek Status NPWP

Ya

Suami-Istri memilih
menggabungkan
harta dan kewajiban

perpajakan

�´Tertanggung
�µ

End

Tidak 
Ada

Cek Status Unit 
Perpajakan Istri pada

DUK Suami

Ad
a

Penambahan/ Perubahan
dalamDUK Suami sebagai 

tertanggung

Tidak

Cek Status 
NPWP 
Istri pada 

Profil

Aktif
Lakukan� Ṕenetapan

WP Non Aktif �µ

Tidak Aktif/DE

� Ḱepala
Keluarga �µ

Start
19
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Langkah Penggabungan
NPWP Suami-Istri

�0�H�P�D�V�W�L�N�D�Q���6�W�D�W�X�V���1�3�:�3���,�V�W�U�L���µ�7�L�G�D�N���$�N�W�L�I�µ��

a) Cek Profil pada Akun Istri (apabila memiliki akun
coretax ) atau

b) Cek Status Unit Perpajakan pada DUK Suami (pastikan
sebagai tanggungan)

c) Melakukan Permohonan WP Non Aktif melalui akun
coretax Istri

1

2 Memastikan Identitas Istri terdaftar sebagai �µ�W�D�Q�J�J�X�Q�J�D�Q�µ��pada DUK Suami 
melalui akun coretax Suami

www.pajak.go.id
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�‡Pengecekan status NPWP istri

�‡Pengecekan DUK

�‡Pemutakhiran DUK

21
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Pengecekan Status NPWP Istri

1) Login awal pada akun coretax Istri 2) Portal Saya > Profil Saya

www.pajak.go.id

1 2



3) Ikhtisar Profil Wajib Pajak > Status NPWP

Pengecekan Status NPWP Istri

www.pajak.go.id
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1. Klik Modul  

�¶�3�R�U�W�D�O���6�D�\�D�·

2. Profil Saya

Langkah Pengecekan DUK

1

2

1

2

www.pajak.go.id
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3. Klik �´�'�D�W�D���8�Q�L�W��Keluarga �µ

www.pajak.go.id

Langkah Pengecekan DUK

3

3
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1. Klik �0�R�G�X�O�����¶Portal Saya �·

2. Profil Saya

www.pajak.go.id

Langkah Pemutakhiran DUK

1

2

1

2
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3. Informasi

Umum

4. Edit

www.pajak.go.id

Langkah Pemutakhiran DUK

3

4

3

4
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5. Pilih �¶�8�Q�L�W��Pajak Keluarga �·
6. Tambahkan, edit, atau hapus anggota

keluarga sesuai kondisi terkini

www.pajak.go.id

Langkah Pemutakhiran DUK

5

6

5 6
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7. Lengkapi seluruh data yang bertanda bintang, 
terutama status unit perpajakannya.

8. Pastikan data yang diinput sesuai dengan data pada 
DUKCAPIL (data akan divalidasi atas isian mulai dari
NIK anggota Keluarga s.d. Pekerjaan).

9. silahkan pilih Status unit Perpajakan. 

10. Dalam satu DUK hanya diperkenankan1 Kepala Unit 
Keluarga.

11. Valid From diisi tanggal mulai menjadi anggota
keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir
anak).

12. Valid To diisi tanggal terakhir menjadi anggota
keluarga, atau dikosongkan jika anggota keluarga
masih aktif.

13. Klik Simpan

www.pajak.go.id

Langkah Pemutakhiran DUK
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(a) Tampilan DUK di akun suami , bila suami istri NPWP nya

gabung:

�‡ NIK istri diinputkan dengan �V�W�D�W�X�V���´Tanggungan�µ��

�‡DUK berisi:

(1) WP sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat yang 

tercantum dalam KK WP atau KK lain, 

(2) serta anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus selain angka (

yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tercantum dalam KK WP atau KK lain

www.pajak.go.id

Langkah Pemutakhiran DUK
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(b) Tampilan DUK di akun istri , bila suami istri NPWP nya gabung:
�‡ status unit perpajakan istri sebagai � T́anggungan�µ��
�‡DUK berisi: data WP sendiri

www.pajak.go.id

Langkah Pemutakhiran DUK
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(c) Tampilan DUK di akun suami , bila suami istri NPWP nya

pisah (PH/MT/HB):

�‡ NIK istri diinputkan dengan �V�W�D�W�X�V���´Kepala Unit Keluarga

Lainnya ���3�+���0�7���+�%���µ��

�‡DUK berisi:

(1) WP sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak

tiri atau anak angkat yang tercantum dalam KK WP atau KK lain, 

(2) serta anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis 

keturunan lurus selain angka (1) yang menjadi tanggungan

sepenuhnya yang tercantum dalam KK WP atau KK lain

www.pajak.go.id

Langkah Pemutakhiran DUK
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Langkah Pemutakhiran DUK

(d) Tampilan DUK di akun istri , bila suami istri NPWP nya pisah (PH/MT)
�‡ status unit perpajakan istri sebagai � T́anggungan�µ��
�‡DUK berisi:

(1) WP sendiri

www.pajak.go.id
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Langkah Pemutakhiran DUK

(d) Tampilan DUK di akun istri , bila suami istri NPWP nya pisah (HB)
�‡ status unit perpajakan istri sebagai � T́anggungan�µ��
�‡DUK berisi:

(1) WP sendiri, dan
(2) anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, yang tercantum pada kartu keluarga Wajib Pajak atau kartu keluarga lain

www.pajak.go.id
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Langkah Pemutakhiran DUK

���������&�K�H�F�N�O�L�V�W���¶Pernyataan�·

15. Klik �¶�6�X�E�P�L�W�·

www.pajak.go.id
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Penetapan WP Non Aktif



Penetapan WP Non Aktif

Login awal Portal Saya > Perubahan Status > 
Penetapan Wajib Pajak Nonaktif> >



Penetapan WP Non Aktif

Pengisian Formulir Pengajuan WP Nonaktif melalui Coretax- Manajemen Kasus>



Penetapan WP Non Aktif

Pengisian Formulir Pengajuan WP Nonaktif melalui Coretax- Pengisian apabila diwakilkan oleh 
Kuasa Wajib Pajak>



Penetapan WP Non Aktif



Penetapan WP Non Aktif

1 Alasan Nonaktifasi �² Pilih Wajib Pajak orang pribadi Wanita kawin yang sebelumnyaaktif (OP, HB, 
PH, MT) yang kemudian memilih menggabungjan pernghitungan pajak dengan suami

2

Untuk alasan penggabungan cukup dokumen Kartu Keluarga



Penetapan WP Non Aktif



Penetapan WP Non Aktif



Hidup Berpisah (HB) 
berdasarkan Keputusan Hakim

44
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1. Wanita kawin yang mendapat penghasilan dari pekerjaan denganpenghasilan diatas PTKP, 
atau Wanita kawin yang melakukan usaha/ pekerjaan bebas, 
maka dikenakan pajak secara terpisah karenaHidup terpisah berdasarkan putusan hakim

2. Pendaftaran: Istri yang telah hidup berpisah, dalam jangka waktu satu bulan
setelah perceraian memiliki kepastian hukum, maka istri yang memenuhi
kriteria nomor 1 diatas, harus mempunyai NPWP sendiri atau
mengaktifkan NIK sebagai NPWP sendiri

Wanita Kawin Hidup Berpisah (HB)
Berdasarkan Putusan Hakim

www.pajak.go.id



Wanita Kawin Hidup Berpisah (HB)
Berdasarkan Putusan Hakim

3. Penghitungan : PTKP baik untuk suami atau istri menjadistatus Tidak Kawin (TK), serta dapat
ditambah dengan tanggungan

4. Pelaporan: 
a. Pada tahun terjadinya perceraian: penghasilan masih dilaporkan dalam

SPT Tahunan suami. 
b. Pada tahun berikutnya: istri baru melaporkan seluruh penghasilannya

pada SPT Tahunannya sendiri.

www.pajak.go.id



Pisah Harta (PH) 

Dan Memilih Terpisah (MT)



1. Wanita kawin yang mendapat penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan diatas PTKP, 

atau Wanita kawin yang melakukan usaha/ pekerjaan bebas, 

maka dikenakan pajak secara terpisah karena memiliki perjanjian pisah harta (PH) atau

memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT)

2. Pendaftaran: wanita kawin yang memiliki perjanjian pisah harta (PH) atau

memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT), 

harus mempunyai NPWP tersendiri atau mengaktifkan NIK sebagai

NPWP sendiri

Wanita Kawin Pisah Harta (PH) dan
Memilih Terpisah (MT)

www.pajak.go.id



3. Wanita Kawin yang memiliki perjanjian pisah harta (PH) ata u memilih terpisah (MT) wajib memiliki

akun Coretax DJP dan membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik.

4. Pelaporan : 

- Pelaporan SPT dilakukan oleh suami dan istri melalui akun Coretax masing-masing. 

- Suami dan istri mengisi lampiran �����¶Perhitungan PPhTerutang Suami dan Istri�·��

Pada lampiran tersebut penghasilan neto istri dan suami digabung dahulu,

dihitung besarnya PPhTerutang gabungan, kemudian dibagi secara

proporsional sesuai perbandingan jumlah penghasilan netto

masing-masing 

www.pajak.go.id
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Memilih Terpisah (MT)
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Contoh Perhitungan �² PH/MT (1)

Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja

Penghasilan neto suami sebesar
Rp150.000.000,00 dan Penghasilan neto istri
dari satu pemberi kerja sebesar
Rp100.000.000,00

www.pajak.go.id
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Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan 
Dikenai PPh Final

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00 dan Istri
melakukan kegiatan usaha dan termasuk Wajib Pajak dengan
peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/ PP 55, memiliki
peredaran bruto masa Januari s.d. Desember dengan jumlah
sebesar Rp100.000.000,00 

�‡ Penghasilan istri dari usahadikenaiPPhFinal, 
sehinggatidak digabungkePKP suami.

�‡ Status K/3 tetap digunakanuntuk penentuan PTKP 
suami.

�‡ PPh Final istridilaporkan terpisahdan tidak
memengaruhi perhitungan PPh Pasal 17 suami.

www.pajak.go.id
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52

Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan 
Dikenai Tarif Umum

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00 dan 
Istri melakukan kegiatan usaha dan tidak termasuk
Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu
berdasarkan PP 23/ PP 55 , memiliki peredaran neto
sebesar Rp100.000.000,00 

www.pajak.go.id

Contoh Perhitungan �² PH/MT (3)



Ringkasan Perbedaan



Ringkasan Perbedaan

* Bila Diperlukan (Pasal 17 Per 7/PJ/2025 www.pajak.go.id



FAQ dan 
Informasi Tambahan
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FAQ

Setelah melakukan pengkinian data anggota keluarga yaitu menambah data anak
pada Coretax DJP, saya menerima surat keterangan terdaf tar untuk anak saya
tersebut . Apakah ini berarti anak saya sudah menjadi wajib pajak?

Penerbitan surat keterangan terdaftar tersebut bersifat administratif untuk kepastian data 
bahwa anak tersebut sudah tercatat di dalam Coretax DJP sebagai bagian dari anggota
keluarga, dan bukan untuk membebankan kewajiban pajak.

Kewajiban perpajakan baru timbul apabila anak yang bersangkutan memenuhi syarat
untuk terdaftar sebagai wajib pajak dan telah mengaktifkan NIK sebagai NPWP.

www.pajak.go.id
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Q :

A :
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FAQ

Apakah ada perbedaan aturan pelaporan pajak suami-istri di Co retax DJP 
dibandingkan dengan sistem lama? Jika sebelumnya masing -masing suami-istri
memiliki NPWP apakah NPWP istri wajib dinonaktifkan?

Ketentuan perpajakan mengenai pelaporan pajak suami-istri tidak berubah. Coretax DJP tidak
menciptakan aturan baru, melainkan menyesuaikan sistem agar lebih selaras dengan ketentuan yang 
sudah berlaku, termasuk pengaturan mengenai NPWP dan penggabungan penghasilan.

Sama seperti ketentuan sebelumnya, terdapat dua pilihan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi
suami-istri:
�‡ SPT digabung dengan menggunakan NPWP suami sebagai kepala keluarga.
�‡ SPT dilaporkan terpisah jika istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya

sendiri atau pisah harta berdasarkan keputusan pengadilan.

Coretax DJP mendukung kedua opsi tersebut sesuai pilihan wajib pajak. 
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Bagi istri yang NPWP-nya telah aktif sebelum berlakunya Co retax DJP, maka harus memilih apakah
bergabung dengan suami atau melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah.

�‡ Jika istri memilih bergabung, maka NPWP/NIK istri dinonaktifkan.
�‡ Jika istri tetap ingin melaporkan terpisah, NPWP/NIK istritetap aktif.

www.pajak.go.id

FAQ

Apabila seorang istri tidak memiliki NPWP sebelumnya , dan memilih bergabung dengan
NPWP suami,  tetapi memiliki kewajiban perpajakan sebag ai kuasa/wakil wajib pajak , maka:
istri tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui menu Daftar Disini �ÆPerorangan�ÆMemiliki
NIK �ÆHanya Registrasi . 

Setelah melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dapat menggunakan Coretax DJP dan 
menjalankan tugasnya sesuai hak akses yang diberikan kepadanya.
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Q :

A :

FAQ

Pelaporan SPT Tahunan dilakukan menggunakan NPWP/NIK suami. Suami wajib
aktivasi akun Coretax DJP dan registrasi kode otorisasi/sertifikat elektronik untuk
tanda tangan digital dokumen pajak . 

NPWP istri dapat dinonaktifkan jika sudah tercantum sebagai anggota keluarga di 
Data Unit Keluarga suami di Coretax DJP.

Bila istri mendapatkan penghasilan, maka pemotongan PPhatas penghasilan istri
dilakukan dengan menggunakan NIK istri

Apa maksudnya NPWP istri gabung dengan NPWP suami ? 
Bagaimana perlakuannya di Coretax DJP?
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Saya seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami . Bagaimana
pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

www.pajak.go.id

Seorang istri yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suamitidak perlu melaporkan
SPT. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun Coretax DJP suami

Kondisi 1 : Istri bekerja di satu pemberi kerja dan tidak memiliki usaha
�‡ Pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax DJP suami

dengan status istri sebagai tanggungan.
�‡ Pemberi kerja membuat bukti potong atas penghasilan istri mengguna kan NIK istri.
�‡ Penghasilan dan kredit pajak istri ter-prefill pada SPT suami.
�‡ Penghasilan dan kredit pajak istri tidak perlu digabung dengan penghasilan neto suami, tetapi

cukup dicantumkan pada tabel penghasilan final pada SPT suamisaja (dalam hal bukti potong
istri terprepopulasi pada tabel Kredit Pajak SPT suami, maka perlu dihapus dulu dari tabel
tersebut untuk dipindahkan ke tabel penghasilan final). Dalam hal ini tidak ada pajak tambahan
atau tarif baru yang dikenakan.
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Saya seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami . Bagaimana
pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

www.pajak.go.id

Seorang istri yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami tidak perlu melaporkan
SPT. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun Coretax DJP suami

Kondisi 2 : Istri bekerja di lebih dari satu pemberi kerja dan/atau memilik i usaha
�‡ Pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga(DUK) pada akun Coretax DJP 

suami dengan status istri sebagai tanggungan.
�‡ Pemberi kerja membuat bukti potong atas penghasilan istri mengguna kan NIK istri.
�‡ Penghasilan neto dan kredit pajak istri ter-prefill pada SPT suami.
�‡ Penghasilan neto istri dari semua sumber (termasuk usaha) dan kredit pajak istri digabungkan

dengan penghasilan neto dan kredit pajak suami lalu dilaporkan pada SPT suami.
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Apakah istri wajib menghapus atau menonaktifkan NPWP sete lah menikah?

Tidak harus. DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Nomor7 Tahun 2021, PP Nomor 50 
Tahun 2022, dan Pasal 8 UU PPh.

NPWP/NIK istri hanya dinonaktifkan jika kewajiban perpajakannya digabung dengan
suami. Jika istri memilih Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT) , NPWP/NIK 
tetap aktif dan istri wajib melaporkan SPT sendiri.
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Saya seorang istri yang memilih melaksanakan kewajiban s endiri dan memiliki NPWP 
terpisah dengan suami . Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?
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Bila istri memilih kewajiban perpajakan terpisah dari suami, maka istri wajib memiliki akun Coretax DJP 
dan membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik.

Pelaporan SPT dilakukan oleh suami dan istri melalui akun Coretax DJP masing-masing. Suami dan istri
akan mengisi lampiran �����¶Perhitungan PPh Terutang Suami dan Istri�·����dimana pada lampiran tersebut
penghasilan neto istri dan suami digabung dahulu lalu dihitun g besarnya PPh Terutang lalu dibagi
secara proporsional untuk dilaporkan masing-masing pada SPT suamidan SPT istri.

Sebagai catatan, dalam hal suami dan istri bekerja dan masing-masing mendapat bukti potong
kemudian menggabungkan penghasilan dan membagi PPh Terutang secara proporsional maka dapat
menimbulkan potensi Kurang Bayar pada SPT suami atau istri yang disebabkan perhitungan PTKP dan 
penggunaan bracket tarif yang berbeda. Untuk menghindari potensi kurang bayar ini , istri yang bekerja
pada satu pemberi kerja dapat menggabungkan kewajiban perpajakan dengan NPWP suami.
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Apakah NPWP istri akan otomatis terhapus atau menjadi nonaktif
setelah menikah?

www.pajak.go.id

Tidak. Sistem perpajakan kita menganut keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, 
tetapi DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status kewajiban
perpajakannya yakni digabung atau pisah dengan kewajiban suami. Oleh karena
itu NPWP istri tidak otomatis menjadi nonaktif . 

NPWP istri baru bisa dinonaktifkan setelah istri mengajukan permohonan
penonaktifan NPWP dan pastikan data istri tercantum di Data Unit Keluarga suami di 
Coretax DJP. Bila data istri belum tercantum di DUK suami, maka akun suami dapat
menambahkan data istri sebagai tanggungan pajak.
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Apakah seorang istri yang memiliki usaha sendiri harus mem iliki NPWP 
yang terpisah dari suami?
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Tidak harus . 

Istri yang mendapat penghasilan dari menjalankan usaha tetap dapat memilih status 
kewajiban perpajakannya untuk digabung atau pisah dengan kewajiban suami.
NPWP istri dinonaktifkan jika kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. 
Jika istri memilih untuk tetap ingin terpisah, NPWP tetap aktif dan istri wajib lapor
SPT sendiri.
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*Pasal 17 Per 7/PJ/2025
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Informasi �² Persyaratan

Persyaratan untuk memperoleh NPWP untuk wanita kawin yang menghendaki secara
tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (PH) at au
memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpi sah dari
suaminya (MT) harus dilengkapi berupa:

1. fotokopi KTP / Fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia atau
fotokopi paspor dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri,

2. fotokopi kartu keluarga , akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya
3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan
suami (bila diperlukan)*
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Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per- 7/ pj /2025 disebutkan bahwa:

�‡ Istri yang sebelumnya sudah berNPWP dan NPWP gabung, maka saat suami meninggal dan 
meninggalkan warisan yang belum terbagi, istri harus mengajukan permohonan
pengaktivan kembali NPWP/NIK nya (Pasal4)

�‡ Dalam pihak yang meninggal tersebut sebelumnya sudah ber-NPWP, maka pihak ahli waris
harus melakukan perubahan data status Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak dengan status 
Warisan Belum Terbagi (Pasal 13)

�‡ Perubahan Status dilakukan melalui menu: Portal Saya �² Profil Saya - Informasi umum - cek
validasi dukcapil �² Ubah � Ḱategori Wajib Pajak�µ��menjadi � Ẃarisan Belum Terbagi�µ

�‡ NPWP Warisan Belum Terbagi diajukan permohonan penghapusan NPWP saat warisan telah
selesai dibagi (pasal 44)

www.pajak.go.id

Informasi �² Tindak Lanjut Suami Meninggal



Pelaporan SPT 
Tahunan
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1

2

[1] Pilih modul Surat Pemberitahuan (SPT)
[2] Pilih Surat Pemberitahuan (SPT)

Pelaporan SPT Tahunan
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1234567890123456
Tuan A

[ 3 ] Pastikan sudah di menu Konsep SPT
[ 4 ] Pilih Buat Konsep SPT

Sebelum memilih � B́uat
Konsep �6�3�7�µ��pastikan belum

terdapat draft SPT yang 
sama pada daftar kolom

� �́-�H�Q�L�V���6�3�7�µ

3

Pelaporan SPT Tahunan



1234567890123456
Tuan A

5
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[ 5 ] Pilih Jenis SPT PPh Orang Pribadi
[ 6 ] Pilih Lanjut

6

Pelaporan SPT Tahunan
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[ 7 ] Pilih Jenis Periode SPTSPT Tahunan
[ 8 ] Pilih Periode dan Tahun Pajak (Januari 2025-Desember 2025 )
[ 9 ] Pilih Lanjut

7
8

9

Pelaporan SPT Tahunan
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[ 10 ] Pilih lambang � Ṕensil�µ��untuk melakukan pengisian SPT 

Draft SPT yang telah dibuat akan
muncul �S�D�G�D���P�H�Q�X���´Konsep �6�3�7�µ��

terdapat informasi pada kolom yang 
tersedia berupa Jenis Pajak, Jenis
Surat Pemberitahunan Pajak dan 
Masa Pajak, pastikan telah sesuai
dengan karakteristik Wajib Pajak

10

Pelaporan SPT Tahunan
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[11] Bagi WP OP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, Anggota
TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, silakan pilih Sumber
Penghasilan "Pekerjaan"

[12] Pilih Metode Pembukuan "Pencatatan"

11

12

�‰Secaradefault formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT 
PPh OP meliputi formulir Induk SPT dan Lampiran L-1

�‰Pada bagian Header, isian Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, Periode
Pembukuan, dan Status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem
sesuai isian pada tahap sebelumnya

2025

1 12

Pelaporan SPT Tahunan



�‰ Identitas Wajib Pajak akan terisi secara
otomatis oleh sistem baik NIK/NPWP, 
Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon
dan Email berdasarkan profil wajib pajak

�‰ Status Kewajiban Perpajakan Suami dan 
Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan
Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah
(MT) 

�‰ NIK/NPWP Suami/Istriakan terisi
otomatis dalam hal status perpajakan
suami dan istri Pisah Harta (PH) atau
Memilih Terpisah (MT)

Ind uk Bag ian  A. Iden tita s W P

www.pajak.go.id



Bagian B (Ikhtisar Penghasilan Neto) digunakan untuk me laporkan penghasila n ne to yang dite rima atau diperoleh Wajib Pa jak sendiri dan anggota kelua rga nya dalam Tahun Pa jak atau Bagian Tahun Pa jak yang bersangkutan,kecuali penghasilan neto yang diter ima atau diperoleh :
�‡ istr i yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan ha kim (HB);
�‡ istr i yang me lakukan perjanj ia n pemisa han ha rta dan penghasila n (PH); atau
�‡ istr i yang me nghe ndaki untuk me njala nkan ha k dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan ne to istr i dengan status hidup berpisah (HB), pisah ha rta (PH), atau memilih ter pisa h (MT) dimaksuddilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi te rsendiri

Bagian B- Ikhtisar Penghasilan Neto

www.pajak.go.id



Atas Penghasilan istr i dari 1 pember i ker ja yang tidak ada hubungannya dengan usaha dan/atau peker jaan bebas suam i, ma ka secara system akan ter pr efil jugadi Lampiran 1 Bagian D. Sila hkan Wajib Pa jak memindahka n secara ma ndiri ke Lampiran 2 Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan Pa jak Penghasilan
Bersifat Final

Ikhtisar Penghasilan Neto

www.pajak.go.id



Bagian C -Perhitungan Pajak Terutang

Bagian C (Penghitungan Pa jak Te ruta ng) digunakan untuk me laporkan penghitungan PPh ter utang atas penghasila n yang dite rima atau diperoleh Wajib Pa jak sendiri dan anggota kelua rga nya dalam Tahun Pa jak atau Bagian Tahun Pa jak yang bersangkutan, kecuali PPh ter utang atas penghasila n yang dite rima
atau diperoleh:
�‡ istr i yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan ha kim (HB);
�‡ istr i yang me lakukan perjanj ia n pemisa han ha rta dan penghasila n (PH); atau
�‡ istr i yang menghendaki untuk me njala nkan ha k dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Pe nghitungan PPh ter utang istr i dengan status hidup berpisah (HB), pisah ha rta (PH), atau me milih ter pisa h (MT ) dimaksuddilakuk an pada SPT Tahunan PPh istr i sebagai Wajib Pa jak orang pribadi ter se ndiri

www.pajak.go.id



Kredit Pajak

[ 10a ] Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui
pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPhyang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan seba gai kredit
pajak.

Atas Penghasilan istri dari 1 pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, maka
data kredit pajak akan terprefil di Lampiran 1 Bagian E. Silahkan Wajib Pajak memindahkan secara mandiri ke Lampiran 2
Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final.

Bagian D �²Kredit Pajak
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Konsekuensi Pilihan pada Halaman 
Induk bagian:

A.7 Status Kewajiban Perpajakan Suami dan 
Istri (Isi jika status adalah PH/MT)
�ÆMengaktifkan Lampiran 4 Bagian 
B

L-4  Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

www.pajak.go.id



L-4  Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

21

Kolom Wajib Pajak (Bruto) 
diisi secara mandiri.
Kolom Wajib Pajak (Neto) 
akan terprefill dari isian
induk bagian C. 2. 
Penghasilan Neto Setahun

Kolom Suami/ Istri akan
diminta mengisi sesuai
penghasilan Suami/ Istri
terkait:
1. Ph. Bruto
2. Ph. Neto (Ph. Bruto�²

(Biaya 3M + Ph. Final 
+ Ph. Tidak tmsk
Objek Pajak)

3. Ph.Neto �² Zakat �²
Kompensasi Kerugian

2

1
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L-4  Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

Baris PTKP Gabungan
dipilih sesuai kondisi awal
Tahun Pajak

PPh terutang yang 
Ditanggung Wajib Pajak
dan PPh terutang yang 
ditanggung Suami/Istri : 
akan terhitung otomatis
sesuai perbandingan
Penghasilan netto suami
dan istri

3

3

www.pajak.go.id

4

4



Video Panduan 

Salindia (Slide)
www.pajak.go. id/id/ lapor-tahunan

Youtube @DitjenPajakRI

Link Materi Edukasi

www.pajak.go.id

Pindai di Sini

Pindai di Sini

SPT TahunanPPh pada Coretax

Simulator Terpandu
spt-simulasi .pajak.go.id

Pindai di Sini
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